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The Development Planning Consultative Forum (Musrenbang) serves as a key 

participatory planning instrument that bridges community aspirations with regional 

development policies. However, its implementation in Prabumulih City continues to face 

significant challenges, particularly in development prioritization and the alignment 

between Musrenbang outcomes and regional planning and budgeting documents. These 

challenges are reflected in the misalignment between community proposals and regional 

agency programs, suboptimal integration among RKPD, KUA-PPAS, and APBD, and 

insufficient use of development data in program prioritization. This policy paper 

analyzes the existing problems and formulates policy alternatives to improve the quality 

of regional development planning. The analysis draws on regulatory reviews, regional 

planning documents, and conceptual frameworks related to participatory planning, 

planning-budgeting linkage, and evidence-based planning. Findings indicate that the 

problems stem from weak prioritization mechanisms, poor inter-agency coordination, 

ineffective integration of planning and budgeting processes, and a dominant sectoral 

approach that marginalizes Musrenbang results in program formulation. Based on this 

analysis, strengthening Musrenbang's prioritization mechanism through evidence-based 

planning is recommended as the primary policy intervention. The recommendation is 

directed at Prabumulih's Regional Development Planning Agency (Bappeda), 

encompassing the development of data-driven prioritization guidelines, enhanced 

integration of the Regional Government Information System (SIPD), improved inter-

agency coordination, and capacity building for planning officials. Effective 

implementation is expected to improve planning-budgeting consistency, strengthen 

transparency and accountability in the Musrenbang process, and promote more effective, 

targeted, and community-responsive regional development. 

KATA KUNCI ABSTRAK 
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen 

perencanaan pembangunan partisipatif yang berperan strategis dalam menjembatani 

aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Namun, pelaksanaan 

Musrenbang di Kota Prabumulih masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama 

dalam proses prioritisasi pembangunan dan keterkaitan antara hasil Musrenbang dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Permasalahan tersebut tercermin dari 

ketidaksinkronan antara usulan masyarakat dengan program perangkat daerah, belum 

optimalnya integrasi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD, serta minimnya 

penggunaan data pembangunan dalam proses prioritisasi program. Policy paper ini 

disusun untuk menganalisis permasalahan tersebut sekaligus merumuskan alternatif 

kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Analisis 

dilakukan melalui kajian regulasi, dokumen perencanaan daerah, serta kajian konseptual 

terkait perencanaan partisipatif, planning and budgeting linkage, dan evidence-based 

planning. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan dipengaruhi oleh lemahnya 
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mekanisme prioritisasi, rendahnya sinkronisasi antar perangkat daerah, belum 

terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran, serta dominannya pendekatan 

sektoral yang mengabaikan hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan program 

pembangunan. Berdasarkan analisis tersebut, penguatan mekanisme prioritisasi 

Musrenbang berbasis evidence-based planning direkomendasikan sebagai kebijakan 

utama. Rekomendasi ditujukan kepada Bappeda Kota Prabumulih, meliputi penyusunan 

pedoman prioritas berbasis data, penguatan integrasi SIPD, peningkatan koordinasi antar 

perangkat daerah, serta penguatan kapasitas aparatur perencana. Implementasi kebijakan 

ini diharapkan meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas Musrenbang, serta mendorong pembangunan daerah yang 

lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

 

PENDAHULUAN 

Kota Prabumulih yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, di 

Provinsi Sumatera Selatan, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113. Prabumulih 

adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Pada akhir tahun 2024, Kota Prabumulih 

memiliki penduduk sebanyak 213.523 jiwa, dengan kepadatan sebanyak 490 jiwa/km² dan 

merupakan kota ketiga terbesar di Sumatera Selatan, setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk 

Linggau.  

Pada awal berdirinya, kota Prabumulih terdiri dari 4 kecamatan yaitu Prabumulih Barat, 

Prabumulih Timur, Cambai, dan Rambang Kapak Tengah. Dengan jumlah penduduk yang 

semakin bertambah, maka pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan penataan wilayah 

kecamatan dengan menambah 2 kecamatan bedasarkan Peraturan Daerah No 7 tahun 2007 tentang 

pembentukan kecamatan Prabumulih Selatan dan Prabumulih Utara  

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Prabumulih. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan 

arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang (Ashari, 2015; Suhardi & Panjaitan, 

2025). 

Proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan efisien dikenal sebagai pembangunan 

daerah. Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan alat utama dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah yang dirancang untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke 

dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan (Albar & Hambali, 2024; Dewi, 2025; 

Setiawan, 2026; Widnyani, 2025).  

Menurut Sopanah, dkk (2023) musrenbang adalah sarana untuk mengomunikasikan gagasan 

rancangan pembangunan kepada masyarakat. Musrenbang sendiri diselenggarakan di seluruh 

tingkatan pemerintahan, mulai dari desa /kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, hingga 

tingkat nasional. Yang memiliki beberapa tujuan antara lain. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
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1. Menentukan Prioritas Pembangunan 

Proses ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat 

2. Mengumpulkan Usulan dan Masukan Masyarakat 

Usulan ini kemudian dibahas untuk menciptakan kesepakatan bersama. 

3. Menyelaraskan Rencana Pembangunan 

Proses ini penting agar prioritas pembangunan di setiap tingkatan sesuai dengan visi 

pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang 

4. Menentukan Anggaran dan Sumber Pendanaan 

Forum ini juga digunakan untuk membahas anggaran dan alokasi pendanaan yang bersumber 

dari APBD maupun APBN, termasuk sumber pendanaan lain, sehingga prioritas pembangunan 

dapat terealisasi dengan baik. 

Dalam kerangka desentralisasi, Musrenbang berfungsi sebagai forum partisipatif yang 

mempertemukan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

merumuskan prioritas pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, 

hingga kota. Keberadaan Musrenbang menjadi penting karena forum ini tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme formal untuk memastikan 

bahwa pembangunan daerah disusun secara partisipatif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat.  

Secara normatif, pelaksanaan Musrenbang memiliki landasan yang kuat dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan disusun 

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta 

dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses 

perumusan kebijakan pembangunan. Dalam ketentuan tersebut, Musrenbang ditempatkan sebagai 

forum antarpelaku yang menjadi bagian integral dalam penyusunan rencana pembangunan 

nasional dan daerah. Dengan demikian, Musrenbang bukan sekadar forum konsultatif, melainkan 

instrumen strategis untuk menjamin keterhubungan antara kebutuhan masyarakat, arah 

pembangunan daerah, dan kebijakan penganggaran pemerintah.  

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menerapkan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mereka dalam kerangka otonomi 

daerah. Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya dan dana 

pembangunan dapat diarahkan pada prioritas masyarakat yang paling penting. Oleh karena itu, 

perencanaan pendanaan sangat penting untuk memastikan tujuan pembangunan daerah tercapai 

secara optimal (Telaah & Akuntansi, 2013). 

Pelaksanaan Musrenbang di daerah diharapkan mampu menghasilkan prioritas 

pembangunan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
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yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan bagaimana anggaran tahunan 

dialokasikan untuk daerah (Saifullah et al., 2025). Keterhubungan antar dokumen tersebut sangat 

penting karena menentukan sejauh mana hasil Musrenbang dapat diterjemahkan menjadi program 

dan kegiatan yang memperoleh alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Perencanaan anggaran merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah karena menentukan seberapa efektif penggunaan sumber daya publik dan ke mana arah 

pembangunan akan diambil (Budiarso et al., 2015; Primastuti, 2017; Sulistiawan et al., 2019). 

Untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memberikan manfaat terbaik bagi 

masyarakat, pemerintah daerah harus dapat mengelola anggaran secara transparan, efektif, dan 

akuntabel.  

Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang dalam praktik pemerintahan daerah masih 

menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait konsistensi antara hasil Musrenbang dengan 

proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menurut Dwicaksono, (Dwicaksono, 

2016) aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang seringkali belum 

sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen RKPD maupun APBD. Kondisi tersebut menyebabkan 

Musrenbang cenderung dipandang hanya sebagai formalitas administratif dan belum sepenuhnya 

berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah (Maulana 

et al., 2026; Syafika et al., 2026; Widnyani, 2025).  

Permasalahan tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih. 

Pemerintah Kota Prabumulih secara rutin melaksanakan Musrenbang RKPD sebagai forum 

sinkronisasi pembangunan daerah yang melibatkan perangkat daerah, DPRD, unsur masyarakat, 

tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam 

Musrenbang RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan bahwa penyusunan 

rencana pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. 

amun demikian, dalam praktiknya, proses integrasi hasil Musrenbang ke dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran daerah masih belum berjalan optimal 

(https://sumeks.disway.id/sumsel/read/709408/pemkot-prabumulih-gelar-musrenbang-rpjpd-

2024-2025-dan-rkpd-2025/15).  

Berdasarkan RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, masih terdapat ketimpangan kebutuhan 

infrastruktur dasar antar wilayah kecamatan serta belum optimalnya sinkronisasi program prioritas 

pembangunan daerah dengan hasil Musrenbang. Selain itu, dalam LKjIP Kota Prabumulih Tahun 

2024 masih ditemukan beberapa indikator pembangunan yang belum mencapai target RPJMD 

sehingga menunjukkan bahwa proses prioritisasi pembangunan daerah masih perlu diperkuat. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketidaksinkronan antara hasil Musrenbang dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Secara normatif, RKPD seharusnya menjadi 

dasar utama dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi, dalam 

praktiknya, proses penganggaran daerah masih lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan sektoral 

organisasi perangkat daerah (OPD), kebijakan teknokratis, dan penyesuaian prioritas daerah yang 

belum sepenuhnya terhubung dengan hasil Musrenbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

https://sumeks.disway.id/sumsel/read/709408/pemkot-prabumulih-gelar-musrenbang-rpjpd-2024-2025-dan-rkpd-2025/15
https://sumeks.disway.id/sumsel/read/709408/pemkot-prabumulih-gelar-musrenbang-rpjpd-2024-2025-dan-rkpd-2025/15
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mekanisme prioritisasi usulan pembangunan daerah belum sepenuhnya mampu menyelaraskan 

aspirasi masyarakat dengan proses penganggaran daerah secara konsisten. 

Selain itu, proses prioritisasi usulan pembangunan dalam Musrenbang juga belum 

sepenuhnya menggunakan pendekatan evidence-based planning. Penentuan prioritas 

pembangunan masih cenderung bersifat administratif dan belum didukung secara optimal oleh 

penggunaan indikator pembangunan daerah, data kebutuhan masyarakat, maupun ukuran kinerja 

pembangunan yang terukur. Padahal, dalam Prabumulih dalam Angka tahun 2024 yang diterbitkan 

Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, Kota Prabumulih telah memiliki berbagai data statistik 

pembangunan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan prioritas 

pembangunan, sebagaimana tercantum dalam publikasi Kota Prabumulih Dalam Angka Tahun 

2024 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih Tahun 2024.  

Belum optimalnya penggunaan data pembangunan dalam proses prioritisasi menyebabkan 

usulan Musrenbang seringkali belum disusun berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, capaian 

indikator pembangunan, maupun kemampuan implementasi program daerah secara terukur. 

Akibatnya, proses sinkronisasi antara perencanaan partisipatif dengan penganggaran 

pembangunan daerah menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Musrenbang sebagai forum partisipatif pembangunan daerah. 

Dalam praktiknya, proses seleksi usulan masih cenderung bersifat normatif dan administratif, 

belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan riil masyarakat, data sektoral, indikator 

kinerja, maupun kemampuan fiskal daerah. Akibatnya, penentuan prioritas pembangunan 

seringkali tidak dilakukan secara objektif dan terukur, sehingga berpotensi menghasilkan program 

yang kurang tepat sasaran dan sulit diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran. Akibatnya, 

Musrenbang mungkin hanya menjadi rapat formal yang tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan 

masalah pembangunan daerah secara substansial. 

Perencanaan pendanaan Musrenbang tidak hanya gagal karena partisipasi masyarakat yang 

rendah, tetapi juga karena kurangnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, mekanisme 

prioritas yang kurang efektif, dan plafon anggaran yang tidak sepenuhnya terbuka dan 

dikomunikasikan kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

pendekatan bottom-up planning dan realitas kebijakan fiskal yang menjadi penghalang 

penyusunan APBD (Putra et al., 2017). 

Karena ketidaksinkronan antara usulan masyarakat dengan kapasitas fiskal daerah serta 

kurangnya integrasi antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS), perencanaan 

pendanaan Musrenbang di Kota Prabumulih sering mengalami kegagalan. Musrenbang partisipatif 

sering menghasilkan banyak usulan, tetapi tidak semuanya didukung oleh analisis kebutuhan 

prioritas, proyeksi pendapatan daerah, dan keterbatasan belanja yang wajib dan mengikat. 

Akibatnya, APBD tidak dapat mencakup banyak program prioritas masyarakat, yang 

menimbulkan perbedaan antara harapan publik dan realisasi pembangunan (Integrasi et al., 2017). 

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam paper ini adalah belum optimalnya 

mekanisme prioritisasi usulan Musrenbang dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam 

proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kota Prabumulih. Policy paper ini 
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bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan perencanaan pendanaan dalam 

Musrenbang Kota Prabumulih serta merumuskan alternatif kebijakan paling tepat untuk 

memperkuat mekanisme prioritisasi pembangunan daerah berbasis partisipatif dan evidence-based 

planning di Kota Prabumulih.. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan 

yang lebih adaptif, realistis, dan berbasis pada prinsip transparansi fiskal, prioritisasi program, 

serta penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. 

 

METODE  

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan 

pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih, digunakan pendekatan analisis kebijakan 

berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Eugene Bardach yang umum digunakan dalam 

analisis kebijakan publik untuk menilai kelayakan suatu alternatif kebijakan secara komprehensif. 

Pendekatan tersebut menggunakan lima kriteria yaitu meliputi kelayakan teknis (K1), kelayakan 

ekonomi (K2) dukungan politik (K3), serta kelayakan administratif (K4) dan efektifitas (K5). 

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana alternatif mampu menjawab akar 

permasalahan.  

Kelayakan teknis menilai kemudahan penerapan kebijakan dari sisi metode, instrumen, dan 

kebutuhan teknis. Kelayakan ekonomi menilai kebutuhan sumber daya dan efisiensi pembiayaan. 

Dukungan politik menilai tingkat penerimaan alternatif oleh pemangku kepentingan. Sementara 

itu, kelayakan administratif menilai kesesuaian alternatif dengan kapasitas kelembagaan 

pemerintah daerah. Kelima kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana setiap alternatif 

kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pemerintahan daerah khususnya 

di kota Prabumulih, dinilai menggunakan skala 1–10, dimana nilai tertinggi menunjukkan tingkat 

kelayakan yang lebih baik.  

Penilaian ini menggunakan pendekatan semi-kuantitatif untuk mempermudah perbandingan 

antar alternatif, bukan sebagai nilai absolut. Pemberian skor dilakukan berdasarkan hasil analisis 

penulis serta pertimbangan keyperson yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses 

perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Prabumulih. Keyperson tersebut terdiri dari Kepala 

Bappeda Kota Prabumulih, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota 

Prabumulih, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Prabumulih. Keterlibatan keyperson 

dilakukan untuk memperoleh penilaian yang lebih objektif terhadap kelayakan implementasi 

masing-masing alternatif kebijakan. 

Yang secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini 

Tabel 1. Skoring Alternatif Kebijakan 

Aternatif Kebijakan K1 K2  K3 K4 K5  
Skor 

Total 

Penguatan mekanisme prioritisasi 

Musrenbang berbasis evidence-based 

planning 

9 8 8 9 9 43 

Integrasi sistem informasi perencanaan dan 

penganggaran daerah 
8 7 8 7 8 38 
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Aternatif Kebijakan K1 K2  K3 K4 K5  
Skor 

Total 

Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar 

perangkat daerah 
7 8 7 8 7 37 

Sumber: Hasil analisis penulis dan pertimbangan keyperson (Kepala Bappeda Kota Prabumulih, Kepala Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Prabumulih, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota 

Prabumulih), 2025 

 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa alternatif penguatan mekanisme prioritisasi 

Musrenbang berbasis evidence-based planning memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif 

kebijakan lainnya. Berdasarkan pertimbangan keyperson, alternatif tersebut dinilai paling 

memungkinkan diterapkan karena memiliki dukungan regulasi yang kuat, relatif mudah 

diimplementasikan dalam sistem pemerintahan daerah yang telah berjalan, serta dinilai paling 

mampu meningkatkan konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah. 

Dari aspek technical feasibility, kebijakan ini dinilai lebih mudah diterapkan karena 

pemerintah daerah pada dasarnya telah memiliki data pembangunan daerah, indikator kinerja, serta 

sistem perencanaan yang dapat digunakan sebagai dasar prioritisasi pembangunan. Dari aspek 

economic and financial possibility, kebijakan ini juga relatif tidak membutuhkan pembiayaan yang 

terlalu besar dibandingkan pembangunan sistem baru, karena lebih berfokus pada penguatan 

mekanisme dan tata kelola perencanaan yang sudah ada. 

Dari aspek political viability, penerapan evidence-based planning dinilai memiliki peluang 

dukungan yang cukup baik karena sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas 

pembangunan daerah. Selain itu, dari aspek administrative operability, kebijakan ini lebih 

memungkinkan diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah yang telah berjalan saat ini melalui 

penguatan fungsi koordinasi Bappeda dan penyusunan pedoman prioritisasi pembangunan daerah. 

Sementara itu, dari aspek effectiveness, alternatif ini dinilai paling mampu meningkatkan 

kualitas sinkronisasi antara hasil Musrenbang, dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah 

karena proses prioritisasi dilakukan secara lebih objektif dan berbasis indikator pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, alternatif kebijakan yang dipilih sebagai rekomendasi 

kebijakan adalah penguatan mekanisme prioritisasi Musrenbang berbasis evidence-based 

planning. Kebijakan ini dipandang paling sesuai untuk menjawab permasalahan implementasi 

Musrenbang di Kota Prabumulih karena mampu memperkuat integrasi antara aspirasi masyarakat, 

sistem perencanaan pembangunan, dan penganggaran daerah secara lebih terukur, objektif, dan 

akuntabel. 

Sementara itu, alternatif integrasi sistem informasi perencanaan memiliki keunggulan dalam 

memperkuat sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran, meskipun memerlukan 

kesiapan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, alternatif penguatan koordinasi dan 

sinkronisasi antar perangkat daerah merupakan alternatif kebijakan yang diarahkan untuk 

meningkatkan keterpaduan proses perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota 

Prabumulih. Kebijakan ini didasarkan pada kondisi bahwa pelaksanaan Musrenbang belum 
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sepenuhnya terintegrasi dengan program dan prioritas sektoral perangkat daerah, sehingga masih 

ditemukan ketidaksinkronan antara usulan masyarakat, dokumen perencanaan, dan penganggaran 

pembangunan daerah.  

Dalam praktiknya, setiap perangkat daerah cenderung menyusun program berdasarkan 

kebutuhan sektoral masing-masing, sementara hasil Musrenbang belum seluruhnya menjadi acuan 

utama dalam proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan 

proses perencanaan pembangunan berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi antar 

perangkat daerah. Akibatnya, beberapa usulan pembangunan masyarakat tidak terakomodasi 

secara optimal dalam program pembangunan daerah, meskipun usulan tersebut memiliki 

keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan wilayah.  

Secara keseluruhan, hasil penilaian menunjukkan bahwa ketiga alternatif kebijakan memiliki 

nilai yang saling melengkapi. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dipilih bukan hanya 

berdasarkan skor tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menyelesaikan 

permasalahan secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan yang paling optimal adalah 

mengkombinasikan ketiga alternatif kebijakan tersebut dalam kerangka reformasi sistem 

perencanaan dan penganggaran daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan 

pendekatan partisipatif dan terintegrasi. Menurut UU No. 25 Tahun 2004, musrenbang adalah 

kumpulan orang yang bekerja sama untuk membuat rencana pembangunan nasional dan daerah 

yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen 

perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara konseptual, 

proses ini dirancang agar hasil Musrenbang dapat terhubung secara linear dengan proses 

penganggaran melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten /kota, 

provinsi, dan akhirnya disusun di tingkat nasional. Karena pelaksanaan tidak dilakukan sesuai 

dengan sistem yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, berbagai masalah 

muncul. Salah satu elemen yang dapat dibahas dalam musrenbang adalah sistem, terutama sistem 

komunikasi dalam konteks pembangunan. 

Meskipun Musrenbang secara resmi memungkinkan orang untuk berpartisipasi, kebijakan 

strategis pemerintah daerah, arah pembangunan jangka menengah, dan prioritas sektoral organisasi 

perangkat daerah (OPD) sangat memengaruhi keputusan tentang program mana yang akan didanai. 

Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam forum Musrenbang 

seringkali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan alokasi pendanaan secara 

langsung. Akibatnya, Musrenbang lebih banyak berfungsi sebagai forum konsultatif dan menerima 

aspirasi, sementara otoritas birokrasi dan pengambil kebijakan daerah tetap bertanggung jawab 

atas penentuan pendanaan (Alberth & Far, 2022). 
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Keterbatasan dalam jumlah data yang dapat diakses dan penggunaan data untuk menentukan 

prioritas pembangunan adalah faktor lain yang menyebabkan kegagalan dalam perencanaan 

pendanaan. Dalam praktiknya, Musrenbang tidak memiliki data sektoral yang terintegrasi dan 

akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan, kebutuhan infrastruktur 

dasar, dan kemajuan sebelumnya. Akibatnya, prioritas pendanaan cenderung bersifat normatif dan 

administratif daripada berbasis pada analisis kebutuhan riil wilayah secara objektif. Akibatnya, 

keputusan pendanaan lebih banyak mengikuti pola program perangkat daerah daripada menangani 

masalah yang paling mendesak di masyarakat (Monica & Azkar, 2026). 

Kegagalan perencanaan pendanaan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan 

pemahaman pemangku kepentingan tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran. Baik 

aparatur pemerintah daerah maupun perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang 

belum memahami sepenuhnya anggaran. Ini terutama berlaku untuk mekanisme penganggaran 

berbasis kinerja, batasan fiskal daerah, dan indikator prioritas pembangunan. Kondisi ini 

menyebabkan usulan kegiatan yang diajukan seringkali tidak realistis, tidak memiliki analisis 

kebutuhan biaya yang jelas, dan tidak terukur dari segi output dan outcome yang diharapkan. 

Akibatnya, banyak usulan tidak dapat diprioritaskan dalam sistem penganggaran yang menuntut 

akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kota 

Prabumulih perlu dikaji melalui beberapa konsep yang relevan dengan karakteristik permasalahan 

yang terjadi, khususnya terkait partisipasi masyarakat, keterkaitan antara perencanaan dan 

penganggaran, serta mekanisme prioritisasi pembangunan daerah. 

1. Konsep dan Teori Perencanaan Pembangunan Partisipasi Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya merupakan bagian 

dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai unsur 

penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis 

terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih perlu dikaji melalui beberapa konsep 

yang relevan dengan karakteristik permasalahan yang terjadi, khususnya terkait partisipasi 

masyarakat, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme prioritisasi 

pembangunan daerah. 

 

Konsep pertama yang digunakan dalam paper ini adalah participatory planning atau 

perencanaan partisipatif. Konsep ini digunakan karena Musrenbang merupakan instrumen 

perencanaan pembangunan yang secara normatif bertujuan mengintegrasikan aspirasi 

masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah. Dalam pendekatan participatory planning, 

masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang 

terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, dan pengambilan keputusan  

pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan Musrenbang tidak hanya diukur dari 

terlaksananya forum secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat 

dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Penggunaan konsep participatory planning dalam paper ini didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
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menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif. 

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga menempatkan 

Musrenbang sebagai forum antar pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, konsep participatory planning digunakan 

untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih telah mampu 

menjalankan fungsi partisipatif dalam proses penentuan prioritas pembangunan daerah dan  

sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Konsep kedua yang digunakan adalah planning and budgeting linkage . Konsep ini 

digunakan karena permasalahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih 

berkaitan dengan belum optimalnya keterkaitan antara hasil perencanaan partisipatif dengan 

proses penganggaran daerah. Secara normatif, hasil Musrenbang seharusnya menjadi bagian 

dari penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan 

APBD. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara sistem perencanaan 

pembangunan dan sistem penganggaran daerah. 

Konsep planning and budgeting linkage menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan 

daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Apabila hasil perencanaan tidak terhubung secara konsisten dengan penganggaran daerah, 

maka proses perencanaan partisipatif berpotensi kehilangan fungsi strategisnya. Dalam konteks 

ini, konsep planning and budgeting linkage digunakan untuk menganalisis konsistensi 

hubungan antara hasil Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dalam sistem 

pembangunan daerah Kota Prabumulih. 

Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam 

penyusunan KUA-PPAS dan APBD. Oleh karena itu, keterkaitan antara perencanaan dan 

penganggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan daerah 

yang efektif dan akuntabel. Konsep planning and budgeting linkage menjelaskan bahwa 

efektivitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran. Apabila hasil perencanaan tidak terhubung secara konsisten 

dengan penganggaran daerah, maka proses perencanaan partisipatif berpotensi kehilangan 

fungsi strategisnya. Dalam konteks ini, konsep planning and budgeting linkage digunakan 

untuk menganalisis konsistensi hubungan antara hasil Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, dan 

APBD dalam sistem pembangunan daerah Kota Prabumulih. 

Selanjutnya, konsep ketiga yang digunakan adalah evidence-based planning. Konsep ini 

digunakan karena proses prioritisasi pembangunan daerah seharusnya dilakukan berdasarkan 

data pembangunan, indikator kinerja, dan analisis kebutuhan masyarakat secara objektif. Dalam 

praktiknya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan 

implementasi pembangunan, sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan 

secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme prioritisasi pembangunan yang 
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dilakukan secara terukur dan berbasis data. 

Dalam pendekatan evidence-based planning, setiap usulan pembangunan tidak hanya 

dinilai berdasarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, 

keterkaitan dengan target pembangunan daerah, capaian indikator kinerja, serta potensi dampak 

pembangunan yang dihasilkan. Melalui pendekatan tersebut, proses penentuan prioritas 

pembangunan dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan akuntabel. 

Penggunaan konsep evidence-based planning dalam paper ini didasarkan pada kebijakan 

pemerintah terkait penguatan sistem perencanaan pembangunan berbasis data melalui Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 

Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kedua regulasi tersebut menekankan 

pentingnya integrasi data pembangunan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pembangunan. Oleh karena itu, konsep evidence-based planning digunakan untuk menganalisis 

apakah proses prioritisasi usulan Musrenbang di Kota Prabumulih telah menggunakan 

pendekatan berbasis data dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah. 

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Musrenbang 

tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan forum partisipatif secara administratif, tetapi juga 

berkaitan dengan konsistensi integrasi antara aspirasi masyarakat, sistem perencanaan 

pembangunan, dan penganggaran daerah. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut digunakan 

sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya mekanisme 

prioritisasi usulan Musrenbang dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah di Kota Prabumulih. 

 

2. Regulasi dan Kebijakan Existing Musrenbang 

Pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah 

telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan 

daerah dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses 

penyusunan kebijakan pembangunan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Musrenbang 

menjadi forum antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan nasional 

dan daerah. 

Selanjutnya, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa 

hasil Musrenbang menjadi bagian dari penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi dasar 

penyusunan KUA-PPAS dan APBD. Dengan demikian, secara normatif terdapat keterkaitan 

yang jelas antara hasil Musrenbang dengan sistem penganggaran daerah. 

Selain itu, keterkaitan antara sistem perencanaan dan penganggaran daerah juga diperkuat 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara 

efektif, efisien, transparan, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 
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Artinya, proses penganggaran daerah seharusnya mengacu pada prioritas pembangunan yang 

telah disusun melalui mekanisme perencanaan daerah. 

Pemerintah juga menerapkan kebijakan standardisasi program dan kegiatan 

pembangunan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Regulasi ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran 

daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Dalam praktiknya, seluruh 

usulan Musrenbang seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah berbasis 

SIPD agar proses prioritisasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan. 

Di Kota Prabumulih, pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari 

tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota sebagai bagian dari proses penyusunan 

RKPD. Pemerintah Kota Prabumulih juga secara rutin melaksanakan Musrenbang RKPD 

sebagai forum sinkronisasi pembangunan daerah dengan melibatkan perangkat daerah, DPRD, 

dan unsur masyarakat. Dalam dokumen RKPD dan KUA Pemerintah Kota Prabumulih 

dijelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan 

partisipatif dan diarahkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran 

daerah. 

Namun demikian, meskipun secara normatif mekanisme Musrenbang telah memiliki 

dasar regulasi yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hasil 

Musrenbang belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam proses penentuan prioritas 

pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan perencanaan partisipatif di daerah masih menghadapi persoalan dalam 

aspek sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. 

 

3. Analisis Permasalahan Implementasi Musrenbang di Kota Prabumulih 

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih pada dasarnya telah berjalan sesuai tahapan 

administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, 

pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan integrasi yang konsisten antara 

aspirasi masyarakat dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya mekanisme prioritisasi usulan 

Musrenbang. Dalam praktiknya, usulan masyarakat yang dihasilkan melalui Musrenbang masih 

sangat banyak dan beragam, sementara pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan 

implementasi program pembangunan. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar 

dalam sistem pembangunan daerah. Namun demikian, permasalahan muncul karena belum 

terdapat mekanisme prioritisasi yang mampu menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah 

pembangunan daerah, indikator kinerja pembangunan, dan kemampuan implementasi daerah 

secara terukur. 

Selain itu, integrasi antara hasil Musrenbang dengan dokumen perencanaan dan 

penganggaran daerah juga belum berjalan optimal. Secara normatif, hasil Musrenbang 

seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi acuan 
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penyusunan KUA-PPAS dan APBD. Akan tetapi, dalam praktiknya proses penganggaran masih 

lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan sektoral organisasi perangkat daerah (OPD), 

penyesuaian program prioritas daerah, serta pertimbangan teknokratis lainnya. Akibatnya, tidak 

seluruh usulan prioritas Musrenbang dapat terhubung secara konsisten ke dalam proses 

penganggaran daerah. 

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya penggunaan data pembangunan 

dalam proses prioritisasi usulan Musrenbang. Penentuan prioritas pembangunan masih 

cenderung dilakukan berdasarkan pendekatan administratif dan belum sepenuhnya 

menggunakan indikator pembangunan daerah secara terukur. Padahal, Pemerintah Kota 

Prabumulih telah memiliki berbagai data statistik pembangunan daerah yang dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan, seperti data kemiskinan, infrastruktur dasar, 

pelayanan publik, dan indikator kesejahteraan masyarakat. 

Belum optimalnya penerapan evidence-based planning menyebabkan proses prioritisasi 

pembangunan belum sepenuhnya dilakukan secara objektif. Akibatnya, proses sinkronisasi 

antara perencanaan partisipatif dan penganggaran pembangunan menjadi kurang efektif. 

Kondisi tersebut juga menyebabkan Musrenbang belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai 

instrumen strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. 

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka Musrenbang berpotensi kehilangan 

legitimasi sebagai forum partisipatif pembangunan daerah. Masyarakat dapat memandang 

bahwa aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan pembangunan daerah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat 

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan 

daerah dan melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian alternatif kebijakan, kebijakan yang 

direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) di Kota Prabumulih adalah penguatan mekanisme prioritisasi 

Musrenbang berbasis evidence-based planning di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. 

Kebijakan ini dipilih karena dinilai paling mampu menjawab permasalahan utama dalam 

pelaksanaan Musrenbang, khususnya terkait belum optimalnya mekanisme penentuan prioritas 

pembangunan serta belum kuatnya keterkaitan antara hasil Musrenbang dengan proses 

perencanaan dan penganggaran daerah, serta dinilai paling mampu menjawab permasalahan 

utama, yaitu rendahnya kualitas prioritisasi usulan, ketidaksinkronan antara perencanaan dan 

penganggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam proses perencanaan. 

Selama ini pelaksanaan Musrenbang di Kota Prabumulih telah berjalan secara administratif 

sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, proses 

tersebut belum sepenuhnya menghasilkan prioritas pembangunan yang terukur dan konsisten 

dengan arah pembangunan daerah. Dalam praktiknya, usulan masyarakat yang dihasilkan melalui 

Musrenbang sering kali belum memiliki mekanisme prioritisasi yang jelas sehingga proses seleksi 

program masih cenderung dipengaruhi oleh pendekatan sektoral perangkat daerah dan 

pertimbangan administratif lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan hasil Musrenbang belum 
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sepenuhnya terintegrasi secara optimal ke dalam RKPD, KUA-PPAS, maupun APBD. 

Penguatan mekanisme prioritisasi Musrenbang berbasis evidence-based planning 

merupakan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan 

pembangunan daerah melalui penggunaan data pembangunan, indikator kinerja, dan analisis 

kebutuhan masyarakat secara lebih terukur dalam proses penentuan prioritas pembangunan. 

Melalui kebijakan ini, setiap usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang tidak hanya 

dipertimbangkan berdasarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berdasarkan tingkat urgensi 

permasalahan, keterkaitan dengan target pembangunan daerah, kemampuan implementasi 

program, serta potensi dampak pembangunan yang dihasilkan. 

Kebijakan ini direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, 

khususnya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat daerah 

yang memiliki fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, 

Pemerintah Kota Prabumulih perlu menetapkan kebijakan internal melalui Peraturan Wali Kota 

atau pedoman teknis yang mengatur mekanisme prioritisasi usulan Musrenbang berbasis data dan 

indikator pembangunan daerah. Regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar operasional dalam 

memastikan bahwa proses prioritisasi pembangunan dilakukan secara objektif, transparan, dan 

konsisten dengan arah pembangunan daerah. 

Penyusunan mekanisme prioritisasi pembangunan perlu dilakukan dengan menetapkan 

indikator penilaian yang digunakan dalam proses seleksi usulan Musrenbang. Indikator tersebut 

dapat mencakup tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, keterkaitan dengan sasaran RPJMD, 

kondisi pelayanan dasar masyarakat, jumlah penerima manfaat, tingkat pemerataan pembangunan 

wilayah, serta kontribusi program terhadap pencapaian indikator kinerja daerah. Selain itu, 

pemerintah daerah juga dapat menetapkan skoring prioritas pembangunan untuk membantu proses 

penentuan program yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi dan paling relevan dengan arah 

pembangunan daerah. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu menyusun indikator prioritas pembangunan 

yang digunakan sebagai dasar penilaian usulan Musrenbang. Indikator tersebut dapat mencakup 

tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, keterkaitan dengan target RPJMD, kondisi pelayanan 

dasar, dampak pembangunan terhadap masyarakat, serta tingkat dukungan terhadap pencapaian 

indikator kinerja daerah. Dengan adanya indikator yang terukur, proses seleksi usulan 

pembangunan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. 

Selain itu, Pemerintah Kota Prabumulih juga perlu memperkuat pemanfaatan data 

pembangunan daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses 

penyusunan prioritas pembangunan. Data statistik pembangunan, indikator kinerja daerah, serta 

informasi capaian pembangunan perlu diintegrasikan ke dalam proses Musrenbang agar proses 

penentuan prioritas pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis 

kebutuhan pembangunan yang nyata. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat 

meningkatkan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antar 
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perangkat daerah dalam proses penyusunan prioritas pembangunan. Bappeda perlu memastikan 

bahwa seluruh perangkat daerah menggunakan indikator prioritas yang sama dalam proses 

penyusunan program pembangunan daerah sehingga tercipta sinkronisasi antara hasil 

Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Dengan adanya sinkronisasi tersebut, proses 

perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan 

kebutuhan pembangunan daerah. 

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan, khususnya 

dalam penggunaan data pembangunan dan analisis prioritas program. Penguatan kapasitas tersebut 

dapat dilakukan melalui pelatihan penyusunan perencanaan berbasis data, penguatan pemanfaatan 

SIPD, serta peningkatan kemampuan analisis indikator pembangunan daerah. Dengan adanya 

peningkatan kapasitas aparatur, proses perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan 

berkualitas. 

Penerapan kebijakan evidence-based planning juga diharapkan dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat dapat 

memahami dasar penentuan prioritas pembangunan secara lebih terbuka karena proses seleksi 

program dilakukan berdasarkan indikator dan data pembangunan yang jelas. Kondisi tersebut akan 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang sebagai instrumen 

perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, transparansi proses prioritisasi juga dapat 

mengurangi potensi ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dengan program pembangunan 

yang ditetapkan pemerintah daerah. 

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait penguatan sistem 

perencanaan pembangunan berbasis data dan penguatan integrasi antara perencanaan dan 

penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan 

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan 

standardisasi nomenklatur pembangunan daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini 

memiliki dasar regulasi yang cukup kuat dan sesuai dengan arah reformasi tata kelola 

pembangunan daerah secara nasional. 

Meskipun demikian, penerapan kebijakan evidence-based planning juga memiliki beberapa 

tantangan dan kelemahan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah tingginya 

ketergantungan terhadap kualitas dan ketersediaan data pembangunan daerah. Apabila data yang 

digunakan belum akurat, belum terintegrasi, atau belum diperbarui secara berkala, maka proses 

penentuan prioritas pembangunan berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. 

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga memerlukan kapasitas aparatur yang memadai dalam 

pengelolaan data, analisis pembangunan, dan penyusunan prioritas program berbasis kinerja. 

Dalam praktiknya, kapasitas tersebut belum sepenuhnya merata pada seluruh perangkat daerah 

sehingga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. 

Penerapan mekanisme prioritisasi berbasis data juga berpotensi menimbulkan resistensi dari 
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perangkat daerah apabila belum terdapat kesamaan pemahaman terkait indikator prioritas 

pembangunan dan mekanisme penilaian program. Selain itu, penerapan evidence-based planning 

dapat menyebabkan proses prioritisasi pembangunan menjadi lebih kompleks karena memerlukan 

tahapan verifikasi data, analisis indikator, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan secara 

lebih mendalam dibandingkan mekanisme perencanaan sebelumnya. 

Namun demikian, berbagai kelemahan tersebut pada dasarnya masih dapat diatasi melalui 

penguatan tata kelola data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur perencanaan, penguatan 

koordinasi antar perangkat daerah, serta penyusunan pedoman prioritisasi pembangunan yang jelas 

dan terukur. Dengan dukungan kelembagaan yang memadai, kebijakan evidence-based planning 

tetap memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran 

pembangunan daerah di Kota Prabumulih. 

 

KESIMPULAN 

Dalam jangka panjang, penguatan mekanisme prioritisasi Musrenbang berbasis evidence-

based planning diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan 

daerah di Kota Prabumulih. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat integrasi antara perencanaan 

dan penganggaran daerah, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih 

efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta capaian pembangunan 

daerah secara berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini perlu diterapkan secara bertahap agar sesuai dengan 

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Tahap awal difokuskan pada penyusunan regulasi dan 

instrumen penilaian prioritas. Tahap berikutnya diarahkan pada penerapan mekanisme evidence-

based planning dalam proses Musrenbang secara bertahap mulai dari tingkat kota, kecamatan, 

hingga kelurahan. Melalui tahapan tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan mampu 

membangun sistem perencanaan yang lebih objektif, konsisten, dan terintegrasi dengan proses 

penganggaran. 

Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan Musrenbang tidak lagi sekadar menjadi 

forum penampung aspirasi, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menentukan 

prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan 

ini juga diharapkan mampu meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan 

penganggaran, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pembangunan di Kota Prabumulih yang lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 
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